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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN DLAHKAGA KABUPATEN SIKKA
Momor 45 SK/ PPO /2014
TENTANG
1ZIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI | PAUD |
KELOMPOK BERMAIN ST.FRANSISKUS XAVERIUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABLPATEN SIKKA,

Menimbang @ a  bahwa Kelompok Hermain merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan
Anak Usia Dini [ PAUD ) sebagaimana termuat dalam  Undang - undang Nomor
20 Tahun 2003 rentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Hagl
Keherhasilan Pendidikan Pemula;

h. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui
Pembentukan Lembaga Paud dalam bentuk Kelompok Bermain;

¢ hahwa ljin Penyelengrgaraan Kelompok Bermain SLFransiskus Xaverius Nomor
. 142 / 12126 / KP / 2017, tangzal 23 Agustus 2003 telah selesai masa berlaku
dan melalui  verifikasi yang ftelah dilakukan maka Kelompok Bermain
St.Frasislus Xaverius telah memenuhi syarat dan dapat diberikan kembali [zin
Operasional;

& bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf 3, b dan ¢,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak

Usia Dini [ Paud ); .
Mengingat - 1. Undang- Undang Nomor 6% Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Tingkat 11 dalam wilayah Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenjgara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomnpe 122, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahrerzan  Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

l.eembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143}
3.  Umdang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 fentang Hak Asasi Manusia
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4 Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomaor 109, Tambahan

Lembaran Negars Republik Indonesia Nomaor 4235):
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15.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4301)

Undang - Undang Nomur 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor $437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 484
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomar 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomaor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor G063

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan E-'.upendud-.'lkﬂn
dan Pembangusan Keluarga Sejahters {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 5080);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234%
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tatun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961

Perzturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propusi dan Pemerintahan
Daersh Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomuor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
Peraturan Pemerintah Nomor 5% Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO7
Nomer 124, Tambahan Lemhbaran Negara Republik indonesia Nomor 4769}
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 )

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 rentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864









